SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa  untuk mengembalikan kekayaan Daerah  yang
hilang atau berkurang guna memulihkan keuangan
dan/atau barang Dacrah atas keckurangan yang terjadi
scbagai akibat perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan dengan unsur kescngajaan dan/atau kelalaian
dan untuk terwujudnya kepastian hukum, tertib administrasi,
keefektifan, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi perlu
membentuk Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Dacrah
Kabupaten Situbondo yang pclaksanaannya ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
secbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Jalan PB. Sudirman Nomor 1, Situbondo, Provinsi Jawa Timur w
Telepon (0338) 67116 Email : info@pemdasitubondo.go.id
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20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
pengelolaan  dan Tanggung Jawab Kecuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 4437), scbagaimana tclah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Necgara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);



SN

11

T,

14.

15.

16.

VE:

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003  tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263) scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
164);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488) scbagaimana  telah diubah dengan Pecraturan

Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pecdoman Pembinaan dan Pcngawasan Penyelangaraan
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan Pemerintahan  Antara  Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
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Peraturan  Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
120, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996
tentang Tatacara Penyelesaian Kerugian Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pecdoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang Daerah  yang
Dipisahkan;

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah;
Peraturan Dacrah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
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1.

Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

Pemerintah ~ Dacrah  adalah  Pemerintah  Kabupaten
Situbondo.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan  oleh  Pemerintah  Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan  prinsip otonomi scluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Bupati adalah Bupati Situbondo.

Sekretaris Daerah adalah Seckretaris Daerah Kabupaten
Situbondo.

Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang sclanjutnya disebut
SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Dinas Pendapatan, Pengelola Kcuangan dan Asct  Daerah
yang sclanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Situbondo.

Majelis  Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Dacrah sclanjutnya disebut Majelis
Pertimbangan TP-TGR adalah para pcjabat yang ex-officio
ditetapkan untuk membantu Bupati dalam penyelesaian
tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan
dan barang milik Daerah.

Pegawai adalah mercka yang setelah memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan  discrahi  tugas ncgara lainnya yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang meliputi:

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
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b. Pegawai Pecmerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

c. Pegawai pada Perusahaan Daerah (Perusda).

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,

diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara
tetap oleh pcjabat pembina kepegawaian untuk menduduki

Jjabatan pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (PPPK) adalah warga

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pegawai Negeri bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri

yang kedudukannya bukan sebagai  bendahara yang

diangkat olech pejabat  yang berwenang berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Pejabat lain adalah sctiap orang yang discrahi tugas dalam

suatu jabatan kenegaraan pada instansi tertentu yang

ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang, yaitu:

a. Pejabat pemerintahan yang tidak berstatus pejabat
negara, tidak termasuk bendahara, dan/atau pegawai
negeri bukan bendahara;

b. Pegawai Perusahaan Dacrah;

c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten
Situbondo;

Pihak Ketiga adalah orang atau badan hukum sebagai
pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang
dan/atau jasa kebutuhan Dacrah.
Kas Umum Dacrah adalah tempat penyimpanan uang
Dacrah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
scluruh penerimaan  Dacrah dan membayar scluruh
pengeluaran Dacrah.
Bendahara Umum Daecrah adalah Pejabat yang diberi tugas
untuk melaksanakan fungsi bendahara umum.
Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran
Daerah yang sclanjutnya discbut Bendahara adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyctor, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan  uang  pendapatan dan/atau
keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
dan SKPD.
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Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas
untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang
milik Dacrah.

Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara
Umum Dacrah.

Barang milik Daerah adalah semua barang yang
dimiliki/dikuasai Pemerintah Dacrah baik bergerak maupun
tidak bergerak yang perolchannya didapat atas beban APBD
atau perolehan lainnya yang sah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik Daerah.

Perusahaan Dacrah adalah badan usaha yang seluruh atau
scbagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Dacrah.
Kerugian Dacrah adalah keckurangan uang, surat berharga,
dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai
akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun
lalai.

Tuntutan Perbendaharaan yang seclanjutnya disingkat TP,
adalah proses tuntutan terhadap Bendahara/Penyimpan
Barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan
perbendaharaan atau sclisih  kurang antara saldo Buku
Kas/Buku Persediaan dengan Saldo Kas/sisa barang yang
sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang
ditunjuk.

Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR, adalah
suatu proses tuntutan terhadap pegawal dalam
kedudukannya  bukan  scbagai  Bendahara/Penyimpan
Barang atau pihak ketiga, dengan tujuan menuntut
penggantian  kerugian  discbabkan  oleh  perbuatannya
melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya
sebagaimana mestinya sechingga baik secara langsung
ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian Daerah.
Aparat Pengawasan Fungsional sclanjutnya disebut APF
adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat, Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Badan Pemeriksa Kcuangan sclanjutnya disebut BPK adalah
Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
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Surat  Keterangan Tanggung Jawab  Mutlak selanjutnya
disebut SKTJM adalah surat pernyataan tanggungjawab
Pegawal untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai
Jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, berita
acara scrah terima jaminan dan surat kuasa menjual.

Keputusan Pembebanan selanjutnya disebut KP adalah

penetapan  jumlah kerugian Dacrah yang harus
dikembalikan kepada  Daerah olech  Pegawai bukan
bendahara atau pejabat lain, yang terbukti karena

perbuatan melanggar hukum yang mengandung unsur
kesengajaan dan/atau mengandung unsur kelalaian
schingga mengakibatkan kerugian Dacrah.

Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan
gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian
terhadap pegawai  bukan bendahara dan pejabat lain yang
menycbabkan kerugian Dacrah.

Penghapusan adalah menghapus tagihan Daerah dari
administrasi pembukuan karena alasan tidak mampu
membayar scluruhnya maupun sebagian dan apabila
dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban
dimaksud akan ditagih kembali.

Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah
Daecrah yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang
didukung dengan bukti SKTJM atau Keputusan
Pembebanan.

Perhitungan Ex-officio adalah perhitungan perbendaharaan
yang dilakukan oleh Pecjabat yang ditunjuk apabila
Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan
dirt atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan
dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak
membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh
atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang
diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat
perhitungan dan pertanggungjawabannya, dan apabila dari
hasil perhitungan itu terdapat kerugian negara maka
kerugian itu menjadi tanggung jawab Bendahara tersebut.
Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan
kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilaian internal

atau penilaian cksternal yang ditetapkan olech Bupati.
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BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan
tuntutan ganti rugi kcuangan dan barang milik Daerah ini
mengatur pedoman penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh

Inspektorat dan Majclis Pertimbangan TP-TGR.

Pasal 3

Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap pelaku TP-TGR yang
karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun di

luar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian Daerah, yaitu

a. tuntutan  perbendaharaan  bagi  bendahara  dan/atau
penyimpan barang dikenakan, apabila :

1. melakukan penyalahgunaan wewcenang/jabatan yang
mengakibatkan kerugian Dacrah ;

2. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas
penerimaan/pengeluaran  uang/barang milik  Daerah
dalam pengurusannya ;

3. membayar/memberi/mengeluarkan  uang/barang milik
Dacrah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang
tidak berhak dan/atau sccara tidak sah;

4. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau
pengurusan barang milik Daerah yang menjadi tanggung
jawabnya;

S. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap
uang/barang milik Daerah yang dalam pengurusannya;

6. membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak
sesual dengan kenyataan;

7. khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan
uang palsu;

8. merusak atau menghilangkan barang milik Daerah yang
menjadi tanggungjawabnya.

b. tuntutan ganti rugi bagi pegawai dikenakan, apabila :

1. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang
mengakibatkan kerugian Dacrah;

2. merusak atau menghilangkan barang milik Dacrah yang

menjadi tanggungjawabnya;

v
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melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya
barang milik Daerah;

tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik
Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;

memanipulasi  harga, mengubah kualitas  dalam
pcngadaan barang/jasa;

meninggalkan tugas belajar scbelum selesal batas waktu

yang telah ditentukan.

tuntutan ganti rugi bagi pihak kctiga dikenakan, apabila :

1.
A

e

tidak menepati janji/kontrak (wanprestasi);

pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena
kesalahannya;

penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara
langsung maupun tidak langsung mengakibatkan

kerugian Dacrah.

BAB III

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG

DAERAH

Pasal 4

Bupati berwenang melaksanakan TP-TGR.

Dalam melaksanakan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1), dibentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab
langsung kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan TP-
TGR scbagaimana dimaksud pada Ayat (2) membentuk
Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR yang
berkedudukan di DPPKAD.

Prosecs penyelesaian TP-TGR scbagaimana dimaksud pada
Ayat (1) tercantum dalam Lampiran Il dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
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(1)

Bagian Kesatu
Majelis TP-TGR

Paragraf 1

Keanggotaan
Pasal S5

Keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) disesuaikan dengan
kebutuhan, dengan syarat jumlah anggota harus ganjil
maksimal 9 (sembilan) orang, terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;

b. Inspektur sebagai wakil ketua [;

c. Asisten Administrasi Umum Seckretaris Daerah sebagai
wakil ketua 11;

Kepala DPPKAD sclaku sckretartis;

Kepala Badan Kepegawaian Dacrah sclaku anggota;

Sekretaris Inspektorat selaku anggota;

@ S0 oQ

Kepala Bagian Hukum Sckretariat Daerah selaku
anggota;

h. Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada

DPPKAD sclaku anggota;dan

1. Kepala Bidang Asct pada DPPKAD sclaku anggota.
Sebelum  melaksanakan tugas dan fungsinya, Anggota
Majelis Pertimbangan TP-TGR terlebih dahulu mengucap
sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi Majelis Pertimbangan TP-TGR

Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan penyelesaian kerugian Daerah

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), Majelis

Pertimbangan TP-TGR mempunyai tugas pokok dan fungsi

untuk :

a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan
mengevaluasi  kasus tuntutan perbendaharaan dan

tuntutan ganti rugi;
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b. memproses dan melaksanakan cksekusi  tuntutan

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada
Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi

tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi

termasuk pembebanan, banding, pencatatan,
pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin,

penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian
kerugian Daerah apabila terjadi hambatan dan
penagihan melalui instansi lain;

menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan
penyelesaian  kasus kerugian Dacrah secara periodik

kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pembagian tugas Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) adalah scbagai berikut:

a.

Ketua, bertugas untuk :

1. mengarahkan dan menentukan kegiatan Majelis
Pertimbangan TP-TGR;

2. memimpin sidang dan/atau rapat Majelis
Pertimbangan TP-TGR.

Wakil Ketua, bertugas untuk :

1. membantu ketua dalam menjalankan tugas Majelis
Pertimbangan TP-TGR;

2. mewakili ketua menjalankan tugas dan fungsi dalam
hal ketua berhalangan;

3. selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dan 2 juga mengkoordinasikan
pelaksanaan hasil pengawasan khusus mengenai
kerugian Dacrah.

Sekretaris, bertugas untuk :

1. melaksanakan operasional administrasi  Majelis
Pertimbangan TP-TGR;

2. menyiapkan bahan sidang dan/atau rapat Majelis
Pertimbangan TP-TGR;

3. mengarahkan tugas-tugas operasional Sckretariat
Majclis Pertimbangan TP-TGR; dan

4. memimpin rapat sckretariat sckurang-kurangnya
sckali dalam scbulan atau sewaktu-waktu sesuail

kebutuhan.






d. Anggota, bertugas untuk :

1. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati
tentang penyelesaian kasus kerugian Daerah;

2. mempelajari  dan meneliti  bahan-bahan yang
disampaikan oleh Sckerctaris Majelis Pertimbangan
TP-TGR;

3. memberikan pertimbangan/saran dan turut serta
aktif dalam sctiap pengambilan keputusan Majelis
Pertimbangan TP-TGR; dan

4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Bagian Kedua
Sekretariat Majelis TP-TGR

Paragraf 1

keanggotaan

Pasal 7

Kepala DPPKAD sclaku Sckretaris Majelis Pertimbangan TP-
TGR, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota
Sckretariat Majelis TP-TGR.

Anggota Sckretariat Majelis TP-TGR  terdiri dari unsur
DPPKAD, Inspektorat dan instansi terkait lainnya yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi Sekretariat Majelis TP-TGR

Pasal 8

Sckretariat Majelis TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 Ayat (3) bertugas untuk :

a. menginventarisasi LHP BPK dan Hasil Pengawasan

Pengawas Fungsional atas kerugian daerah,;

menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan;

menyimpan jaminan yang discrahterimakan,;

d. menyiapkan surat pemberitahuan kepada BPK atas
kerugian dacrah yang discbabkan oleh Bendahara;

o

¢. menyiapkan surat Bupati tentang pemberitahuan
terjadinya kerugian dacrah kepada Pegawat,



‘)
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4. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti
pendukung bahwa Bendahara dan Pegawai telah
melakukan perbuatan melawan hukum;

5. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara
dan Pegawai yang dapat dijadikan jaminan
penyelesaian kerugian daerah;

6. menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada
Bupati dengan tembusan kepada Majelis
Pertimbangan TP-TGR dilengkapi SKTJM dan barang
jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai
nilai minimal sama dengan nilai kerugian;

7. menyampaikan reckapitulasi Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK dan Laporan Hasil Pengawasan
reguler Pengawas Fungsional dan kasus yang
menyangkut kerugian dacrah per semester kepada
Majelis Pertimbangan TP-TGR;dan

8. melakukan monitoring tindak lanjut hasil
pemeriksaan kasus kerugian daerah dan hasil
pemeriksaan BPK serta hasil pegawasan reguler oleh
Pengawas Fungsional yang menyangkut kerugian.

b. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada DPPKAD,
bertugas untuk :

1. menyiapkan laporan perkembangan penyelesaian
kerugian daerah kepada Bupati dan BPK dengan
tembusan Inspcktorat per semester;

2. memonitor penerimaan uang sctoran kerugian dacrah
dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dacrah
(SIPKD) dari orang atau pihak yang diwajibkan
membayar ganti rugi yang telah ditetapkan oleh
Majelis Pertimbangan di loket penerimaan pada Scksi
Perbendahaaan DPPKAD;

3. melakukan pemantauan transaksi penerimaan dan
merekonsiliasi dengan R/C Bank; dan

4. menghimpun bukti sctor dan lampirannya dari Unit
Pelayanan Perbendaharaan dan Kas DPPKAD serta
menyusun laporan bulanan penerimaan kerugian
Dacrah pada tingkat kabupaten untuk disampaikan
kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR melalui Bidang
Akuntasi dan Perbendaharaan pada DPPKAD disertai
dengan surat tanda sctor;

5. menyusun dan melaksanakan penatausahaan
keuangan TP-TGR.

c. Bidang Asct pada DPPKAD, bertugas untuk :

1. melakukan analisis dan/atau penilaian aset daerah

yang hilang dan telah diasuransikan;
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menerima barang pengganti yang telah
diserahterimakan dari yang bersangkutan atas
penggantian dengan barang secjenis (tahun dan tipe)
khusus terhadap Kendaraan Dinas Operasional yang
umur perolehannya antara 1 (satu) sampai dengan 3
(tiga) tahun;

barang pengganti sehagaimana dimaksud pada angka
2 harus dibalik nama atas nama Pemerintah daerah
sebelum diserahterimakan;

biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada angka
3 dibebankan kepada yang bersangkutan;

membuat Berita Acara Scrah Terima Barang pengganti
sejenis dengan tembusan Majelis Pertimbangan TP-
TGR; dan

mencatat kembali aset daerah yang telah diketemukan
dan melaporkan kepada Majelis Pertimbangan TP-
TGR.

BKD, bertugas untuk :

1.

4.

menecrima tembusan LHP Inspektorat tentang saran
dan hukuman disiplin dan besaran kerugian Daerah;
melakukan verifikasi LHP Inspektorat kepada atasan
langsung Pegawai atau Tim Pemeriksa;

membuat hukuman disiplin lebih berat dari hukuman
disiplin yang telah dikenakan sebelumnya sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku
terhadap Bendahara dan Pegawai yang ingkar janji
menyelesaikan kerugian dacrah; dan

menyerahkan tembusan keputusan hukuman disiplin
kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR.

Bagian Hukum Sekretariat Dacrah, bertugas untuk :

melimpahkan kasus kerugian Daecrah yang dilakukan
olch Bendahara dan Pegawai kepada badan peradilan
apabila terjadi wanprestasi  dari  kewajiban untuk
melunasi/ menyelesaikan/ mengembalikan kerugian
Dacrah;

melakukan koordinasi dan monitoring terhadap
kasus-kasus vang tclah dilimpahkan ke badan
peradilan;

menyimpan dan menginventarisir dokumen berkaitan
dengan kasus yang telah dilimpahkan keapda badan
peradilan;

melakukan tindak lanjut dan inventarisasi hasil
putusan peradilan atas penyelesaian kasus kerugian
Dacrah; dan
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5. membuat laporan perkembangan terhadap kasus-
kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan
yang disampaikan kepada Majelis Pertimbangan.

Bagian Ketiga
Sidang dan Rapat

Pasal 9

Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR diselenggarakan
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan
dan/atau 2 (dua) minggu sejak diterimanya bahan-bahan
sidang oleh Anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR.

Sidang Majelis  Pertimbangan  TP-TGR sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) hanya memutuskan saran dan
pertimbangan kepada Bupati tentang Penyelesaian kasus
kerugian Daerah serta tindak lanjutnya.

Majelis Pertimbangan TP-TGR dalam sidang/rapatnya dapat
memanggil Bendahara/Pegawai bukan Bendahara yang
disangka/diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai
dalam melaksanakan tugasnya baik langsung atau tidak
langsung mengakibatkan kerugian Daerah untuk diminta
penjelasannya.

Apabila dipandang perlu Majelis Pertimbangan TP-TGR dapat
mendengar/meminta keterangan kepada ahli, pihak ketiga,
dan/atau atasan langsung yang bersangkutan untuk
diminta penjelasannya.

Rapat Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1)dilaksanakan sewaktu-waktu diperlukan.

Rapat Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) hanya membahas pelaksanaan tindak lanjut

penyelesaian kerugian Daerah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sidang

Pasal 10

Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR dapat dilaksanakan
apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari

M

jumlah anggota.
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Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR berhalangan
hadir, maka sidang dipimpin Wakil Ketua.

Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR dapat dihadiri anggota
Sekretariat dan pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis
Pertimbangan TP-TGR.

Apabila anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR berhalangan
hadir dalam sidang, anggota yang bersangkutan harus
memberitahukan secara tertulis kepada Majelis
Pertimbangan TP-TGR melalui Sekretaris Majelis
Pertimbangan TP-TGR.

Apabila anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR berhalangan
hadir dalam sidang pertama, anggota yang bersangkutan
harus hadir dalam sidang berikutnya dan apabila anggota
yang bersangkutan masih berhalangan, maka ia wajib

menerima hasil putusan sidang.

Bagian Kelima

Keputusan Sidang

Pasal 11

Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR ditetapkan
secara musyawarah dan mufakat.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sah apabila
disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang
hadir.

Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota
Majelis Pertimbangan TP-TGR hanya memiliki 1 (satu) suara.
Tidak mengurangi hak suara anggota Majelis Pertimbangan
TP-TGR dalam mengambil keputusannya, anggota
sekretariat Majelis yang hadir dalam sidang dapat
dimintakan informasi dan penjelasan yang diperlukan.
Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan

keputusan Bupati.
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BAB IV

INFORMASI KERUGIAN, PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Informasi Kerugian Daerah

Pasal 12

Informasi kerugian Daerah dapat diketahui dari:

a. hasil pemeriksaan/pengawasan dari Badan Pengawas
Perusahaan Daerah (Perusda) dan/atau  Satuan
Pengawasan Internal (SPI) Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD);

b. hasil pemeriksaan intern oleh Atasan Langsung terhadap
Bendahara dan/atau Bawahannya,;

c. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional (APF);

d. laporan pegawai kepada Atasan Langsung terhadap
kehilangan barang yang berada dalam pemakaiannya;

e. laporan dari instansi Pemerintah lainnya sepanjang
dapat dipertanggungjawabkan;

f. pemberitaan di media massa/pengaduan masyarakat/
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Informasi kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal

adanya dugaan/diketahui kerugian Daerah, harus segera
dilaporkan kepada Bupati dan/atau Ketua Majelis

Pertimbangan TP-TGR untuk ditindaklanjuti sebagaimana

mestinya oleh Inspektorat.

Informasi kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) huruf e dan huruf f, harus segera dilaporkan

kepada Bupati dan/atau Ketua Majelis Pertimbangan TP-

TGR untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh

Inspektorat.
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Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 13

Pemeriksaan untuk pembuktian kebenaran informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1),
dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), SKTJM
dan dokumen lainnya.

SKTJM sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus memuat
keterangan/pernyataan tentang kesanggupan yang
bersangkutan untuk menyelesaikan pengembalian Kerugian
Daerah, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan
pada saat pemeriksaan.

Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada Ayat (3)
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Laporan Hasil Pemeriksaan
Pasal 14

LHP, BAP, SKTJM dan dokumen lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) disampaikan kepada
Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR.

Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 Ayat (2) antara lain:

a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Tunjangan dan/atau
penghasilan lainnya;

b. Berita Acara Serah Terima Jaminan dan/atau surat
berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan
nilai kerugian; dan

c. Surat Kuasa menjual/melepaskan Barang Jaminan,

apabila yang bersangkutan ingkar janji.

oy
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Bentuk format dokumen pendukung lainnya sebagaimana
dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan

Bupati ini.

BAB V
PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 15

Penghitungan dan penilaian kerugian Daerah dilakukan oleh
Inspektorat/Majelis Pertimbangan/Penilai untuk mengetahui
besarnya kerugian Daerah yang sebenarnya atau nilai
sewajarnya akibat perbuatan Pelaku TP-TGR, dan
dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian Daerah
yang diterbitkan oleh Inspektorat/Penilai atau dituangkan
dalam Risalah Sidang apabila diterbitkan oleh Majelis
Pertimbangan.

Nilai kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/Majelis

Pertimbangan dalam menetapkan nilai yang menjadi

tanggung jawab Pelaku TP-TGR setelah diperhitungkan

dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan
atau memberatkan Pelaku TP-TGR.

Dalam hal menyangkut barang milik Daerah, nilai kerugian

Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah nilai

buku dari daftar inventaris atas barang dimaksud.

Kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab pelaku TP-

TGR merupakan piutang TP-TGR, dicantumkan dalam

SKTJM.

Ketentuan-ketentuan dalam menetapkan nilai kerugian

Daerah meliputi :

a. kerugian Daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang
antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih
antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan
sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau
barang yang dimaksud,

b. kerugian Daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung

sebesar nilai uang yang hilang;
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c. kerugian Daerah sebagai akibat barang yang rusak dan
dapat diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan
kerusakan barang tersebut;

d. kerugian Daerah sebagai akibat barang yang hilang atau
rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya
adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut :

1) untuk barang yang masih kurang 3 (tiga) tahun dari
saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai
perolehan/pembelian barang dimaksud,

2) untuk barang yang berumur lebih dari 3 (tiga) tahun
dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar
harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu
hilang.

BAB VI
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Bagian Pertama

Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 16

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damali,

Tuntutan Perbendaharaan Biasa, Tuntutan Perbendaharaan

khusus, atau Pencatatan.

(1)

(2)

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 17

Penyelesaian kerugian Daerah dapat dilakukan oleh
Inspektorat melalui upaya damai kepada
bendahara/penyimpan barang/ahl waris yang
mengakibatkan kerugian Daerah dengan cara pembayaran
sekaligus (tunai) atau diangsur.

Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),
untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak
ditandatanganinya SKTJM.

L
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Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud
pada Ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/ penghasilan
lainnya harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan
Gaji dan Jaminan Barang yang dilengkapi bukti kepemilikan
yang sah dan Surat Kuasa Menjual.

Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak
dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana
dimaksud pada Ayat (2), maka barang jaminan sebagaimana
tersebut pada Ayat (3) dapat dilakukan penjualan/lelang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang
sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), tetap menjadi
kewajiban bendahara/penyimpan barang/ahli waris untuk
melunasi kekurangan tersebut, sebaliknya apabila terdapat
kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan
kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang
bersangkutan.

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada Ayat (3) dan Ayat (4) Majelis Pertimbangan TP-TGR
menetapkan keputusan Tuntutan Perbendaharaan.

Format Surat Kuasa Untuk Melakukan Pemotongan Gaji dan
Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan sebagaimana
dimaksud pada Ayat (3) tercantum dalam Lampiran | dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan

Bupati ini.
Pasal 18

Pelaku TP-TGR wajib membuat dan menyampaikan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan
ditandatangani bersama minimal dengan 2 (dua) orang saksi
serta disetujui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian Daerah dialihkan
menjadi Piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang
menjadi tanggungjawab Pelaku kerugian perbendaharaan
untuk menyelesaikannya.

Pengawasan dan tanggungjawab pengelola penagihan
piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi
dengan DPPKAD, dan dilaporkan setiap triwulan kepada

Uy

Bupati.
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Apabila pelaku TP-TGR dimutasi ke SKPD lain, maka
pengawasan dan tanggungjawab pengelolaan penagihan
Piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD baru.

Bagi barang milik Daerah yang hilang atau rusak berat serta
tidak dapat diperbaiki kembali, Pengguna Barang

mengusulkan untuk dilakukan penghapusan.

Paragraf 2
Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 19

Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak
bersedia menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 Ayat (1), akan dikenakan TP Biasa.
TP Biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dimulai
dengan pemberitahuan/undangan tertulis dari Majelis
Pertimbangan TP-TGR kepada bendahara/penyimpan
barang/ahli waris yang dituntut, dengan menyebutkan :
a. identitas sebagai bendahara/penyimpan barang/ahli
waris yang menyebabkan kerugian Daerah ;
b. jumlah taksiran kerugian Daerah ;
c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
Pelaku TP diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari
sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan
keberatan/pembelaan diri secara tertulis yang ditujukan
kepada Bupati dengan tembusan Majelis Pertimbangan TP-
TGR.
Majelis Pertimbangan TP-TGR melaksanakan sidang untuk
membahas dan memverifikasi pengajuan keberatan/
pembelaan diri  yang disampaikan kepada bendahara/
penyimpan barang/ahli waris selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat
keberatan/pembelaan tersebut.
Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) bendahara/penyimpan
barang/ahli waris tidak mengajukan keberatan/pembelaan
diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat
membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali
dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat

Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah.

Y
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Dalam hal keberatan/pembelaan diri dari
bendahara/penyimpan barang/ahli waris cukup bukti, maka
Majelis Pertimbangan TP-TGR mempelajari dan melakukan
verifikasi bersama Inspektorat untuk mengupayakan dapat
dilanjutkannya Tuntutan Perbendaharaan.

Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud
pada Ayat (6), Majelis Pertimbangan TP-TGR tidak
memperoleh data indikasi kerugian Daerah yang diakibatkan
bendahara/penyimpan barang/ahli waris, maka Majelis
Pertimbangan TP-TGR melakukan Sidang Kedua dengan
agenda penerbitan Berita Acara/Risalah Sidang yang
memuat materi tidak ada Piutang Tuntutan Perbendaharaan.
Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud
pada Ayat (6), Majelis Pertimbangan TP-TGR menemukan
bukti adanya kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan
TP-TGR melakukan Sidang berikutnya dengan agenda

memberikan penjelasan dan jawaban atas
keberatan/pembelaan diri bendahara/penyimpan
barang/ahli waris bahwa dengan perbuatannya

mengakibatkan kerugian Daerah, selanjutnya diterbitkan
SKTJIM.

Pasal 20

Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan Kerugian
Daerah paling lambat T (tuyuh) hari sejak
bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak bersedia
menandatangani SKTJM.

Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) disampaikan kepada Bendahara/penyimpan barang/ahli
waris melalui Kepala SKPD dengan tanda terima dari yang
bersangkutan dengan tembusan Badan = Pemeriksa
Keuangan.

Format Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan Peraturan Bupati ini.

V
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Pasal 21

Keputusan Bupati mengenai Pembebanan Kerugian Daerah
atas kekurangan perbendaharaan menjadi dasar
pelaksanaan pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan
lainnya.

Pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana
tersebut pada Ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan dan
selambat-lambatnya telah lunas dalam waktu 2 (dua) tahun.
Apabila setelah diperhitungkan antara nilai kerugian yang
menjadi piutang TP-TGR dengan batas waktu yang
ditetapkan dalam SKTJM melebihi gaji pegawai pelaku TP,
maka pembayaran angsuran dan kekurangan
pembayarannya diperhitungkan melalui pengurus gaji,

untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
Pasal 22

Pelaku TP dapat mengajukan permohonan banding kepada
pejabat yang berwenang/Pengadilan selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat Keputusan
Pembebanan Kerugian Daerah.

Keputusan tingkat banding dari pejabat yang
berwenang/Pengadilan dapat berupa memperkuat atau
membatalkan Surat Keputusan Pembebanan Kerugian
Daerah atau merubah besarnya jumlah kerugian yang
dibayar oleh bendahara/penyimpan barang/ahli waris.
Apabila pelaku Tuntutan Perbendaharaan mengajukan
permohonan banding, maka Keputusan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) tidak dapat dilaksanakan

sampai dengan diterimanya putusan atas banding dimaksud.
Pasal 23

Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
Ayat (2), bendahara/penyimpan barang/ahli waris harus
menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara
atau lebih dari nilai Piutang TP-TGR.

Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1), bendahara/penyimpan barang/ahli  waris

menandatangani berita acara serah terima jaminan dan

Uy
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Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan kepada pejabat yang
ditunjuk Bupati.

Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak
dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3), maka
pejabat yang ditunjuk Bupati menjual barang jaminan
tersebut.

Dokumen asli surat-menyurat terkait kerugian Daerah
disimpan oleh SKPD, sedangkan salinannya disimpan oleh
DPPKAD, dan untuk barang jaminan disimpan di tempat
yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan TP-TGR.

Pasal 24

Bila kewajiban mengangsur seluruh Piutang TP-TGR telah

dipenuhi oleh bendahara/penyimpan barang/ahli waris, maka

prosedur yang harus dilakukan adalah :

a.

Kepala SKPD menyampaikan laporan pelunasan Piutang TP
TGR kepada Bupati dengan tembusan kepada DPPKAD;
Selanjutnya DPPKAD melakukan rekonsiliasi atas laporan
dimaksud.

Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Kepala SKPD
mengusulkan  penerbitan Keputusan Bupati tentang
Pelunasan Pembebanan Kerugian.

Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian
dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta
barang jaminan diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Pelaku
TE.

Paragraf 3

Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 25

Untuk kepentingan Daerah, Kepala SKPD atas nama Bupati
melakukan tindakan pengamanan terhadap uang barang dan
dokumen lain, apabila seorang bendahara/penyimpan barang
meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah
pengampuan.

Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

tersebut berupa :
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a. untuk Bendahara, buku kas dan semua buku-buku
pembantu  lainnya  diberi  garis  penutup dan
ditandatangani oleh Kepala SKPD, serta semua bukti
baik berupa uang, surat-surat, barang berharga, maupun
buku-buku lainnya yang dianggap sebagai bukti
disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;

b. untuk Penyimpan Barang, dilakukan penyegelan
terhadap gudang dan/atau tempat penyimpanan barang-
barang yang menjadi tanggungjawab Penyimpan Barang
yang bersangkutan.

(3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada Ayat
(2) dituangkan dalam Dberita acara penyegelan yang
disaksikan oleh saksi-saksi :

a. ahli waris bagi bendahara/penyimpan barang yang
meninggal dunia;

b. keluarga terdekat bagi yang melarikan diri; atau

c. pengampu (kurator) dalam hal bendahara/penyimpan

barang berada dibawah pengampuan.
Pasal 26

(1) Terhadap TP Khusus, Bupati atas rekomendasi Majelis
Pertimbangan TP-TGR menugaskan Inspektorat atau menunjuk
pegawai yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex-
officio.

(2) Salinan hasil perhitungan ex-officio sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) diberikan kepada pengampu atau ahli waris
dari bendahara/penyimpan barang yang mengakibatkan
kerugian Daerah, dan dalam batas waktu 14 (empat belas)

hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 27

Penyelesaian kerugian Daerah melalui TP Khusus dilakukan
dengan pembayaran secara tunai atau diangsur sesuail
ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan

perbendaharaan biasa.
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Pasal 28

Dalam hal TP Khusus tidak dapat dilaksanakan karena
bendahara/penyimpanan barang meninggal dunia tanpa ahli
waris atau tanpa pengampu, atau ada ahli waris atau pengampu
tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka
Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian

Daerah.

Paragraf 4

Pencatatan

Pasal 29

(1) Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Pencatatan
Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi
pembukuan piutang TP-TGR.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sewaktu-
waktu dapat diproses kembali apabila
bendahara/penyimpan barang diketahui alamatnya atau
pengampu/ahli waris dapat dimintakan
pertanggungjawabannya schingga piutang TP-TGR dapat
ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Kedua
Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 30

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan
cara Upaya Damai dan/atau Tuntutan Ganti Rugi Biasa atau

Pencatatan.



30

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 31

Penyelesaian kerugian Daerah melalui TGR diutamakan
melalui upaya damai oleh Inspektorat kepada Pegawai/ahli
waris yang mengakibatkan kerugian Daerah baik dibayar
langsung tunai atau melalui angsuran paling lama 2 (dua)
tahun.
Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat &);
dilakukan setelah hasil pemeriksaan Inspektorat
menyatakan bahwa pelaku TP-TGR terbukti melakukan
perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan
kerugian Daerah baik sengaja atau telah lalai, dengan
menerbitkan SKTJM.
SKTJM dikeluarkan oleh Inspektorat setelah mendapat
Keputusan Penetapan Tuntutan Ganti Rugi oleh Majelis
Pertimbangan TP-TGR.
Dalam hal pegawai/ahli waris yang dituntut ganti rugi
tersebut telah menandatangani SKTJM, maka yang
bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada majelis
Pertimbangan, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen
sebagai berikut :
a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji ;
b. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas
nama pegawai yang dikenai TGR ;
c. Surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang atau
kekayaan lain dari pegawai yang dikenai TGR.
Penyelesaian Piutang TGR dengan cara mengangsur bagi
Pelaku Tuntutan Ganti Rugi Non PNS Pemerintah Daerah
dilakukan dengan cara menyetorkan angsuran langsung ke
rekening Kas Daerah.
Apabila pegawai/ahli waris tidak dapat melaksanakan
pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud Ayat (1),
maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual

sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
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Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 32

(1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan hasil
pengumpulan bukti, penelitian dan pemeriksaan Inspektorat
terhadap Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang diduga telah
merugikan Daerah.

(2) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
adalah kerugian Daerah yang diakibatkan oleh perbuatan
melawan hukum atau kelalaian atau tidak melaksanakan
kewajiban yang dipersalahkan kepadanya, serta ada
hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan

status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.
Pasal 33

TGR yang tidak dapat diselesaikan melalui upaya damai, akan
dikenakan Tuntutan Ganti Rugi Biasa yang penyelesaiannya

diserahkan melalui Majelis Pertimbangan.
Pasal 34

(1) Apabila usaha Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi melalui
upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1)
tidak berhasil, proses TGR Biasa yang diawali dengan
dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Majelis
Pertimbangan atas nama Bupati kepada Pegawai yang
dikenai TGR dengan menyebutkan :

a. Identitas pegawai yang menyebabkan kerugian Daerah;
b. Jumlah taksiran kerugian Daerah yang harus diganti;dan
c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.

(2) Pegawai yang dikenai TGR diberikan tenggang waktu 14
(empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan,
untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis
dengan disertai bukti dan/atau saksi yang ditujukan kepada
Majelis Pertimbangan TP-TGR.

(3) Majelis Pertimbangan TP-TGR melaksanakan Sidang untuk
membahas dan mengklarifikasi pengajuan keberatan/

pembelaan diri yang disampaikan Pelaku Tuntutan Ganti
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Rugi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender
sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan
tersebut.

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pelaku Tuntutan
Ganti Rugi tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri
atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat
membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali
dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat
Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah.

Pegawai yang dikenai TGR diberikan kesempatan untuk
mengajukan  permohonan  banding kepada  pejabat
berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya
Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah dengan disertai
bukti dan/atau saksi.

Keputusan tingkat banding dari pejabat berwenang
sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dapat berupa
menguatkan  atau  membatalkan Surat  Keputusan
Pembebanan Kerugian Daerah, atau menambah/mengurangi
besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Pegawai
yang dikenai TGR.

Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada
Ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Surat Keputusan

tentang Peninjauan Kembali.

Paragraf 3

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah
Pasal 35

Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan

barang (bergerak/tidak  bergerak) dapat melakukan

penggantian berupa bentuk uang atau barang.

Penggantian kerugian berupa barang sebagaimana dimaksud

pada Ayat (1) dilakukan Kkhusus terhadap kendaraan

bermotor roda 2 (dua) atau lebih, dan yang umur

perolehannya kurang dari 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan

sebagai berikut :

a. kendaraan pengganti mempunyai kesamaan merk, tipe,
jenis, tahun pembuatan serta kondisi kelayakan

kendaraan;

!
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b. sudah dibaliknamakan atas nama Pemerintah Kabupaten
Situbondo;dan
c. semua biaya pengurusan balik nama dan biaya lainnya
merupakan tanggung jawab pegawai yang dikenakan
TGR.
(3) Nilai taksiran harga barang yang diganti rugi dalam bentuk
uang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan

dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4

Pencatatan
Pasal 36

Apabila Pelaku TGR meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli
waris yang diketahui atau melarikan diri maka Bupati
menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah
sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 setelah mendapat

pertimbangan dari Majelis Pertimbangan TP-TGR.

Bagian Ketiga
Penyelesaian terhadap Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Terhadap Pihak Ketiga

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 37

(1) Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah
diwajibkan mengembalikan kerugian Daerah kepada
Pemerintah Daerah.

(2) Penyelesaian/pengembalian kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan dengan cara damai
dan/atau melakukan penagihan secara paksa melalui

Badan/Instansi Penagih yang berwenang.
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Penyelesaian cara damai sebagaimana dimaksud pada Ayat

(2) dapat dilakukan dengan pembayaran tunai sekaligus

pada saat pemeriksaan berlangsung yang dibuktikan dengan

Surat Tanda Setoran (STS) atau dengan angsuran sampai

lunas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan

terhitung sejak ditandatangani SKTJM dan/atau sejak
keputusan pembebanan.

Berdasarkan Bukti Setor Pelunasan sebagimana dimaksud

pada Ayat (3), Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR

mengeluarkan Surat Keterangan Pelunasan atas nama Pihak

Ketiga yang bersangkutan.

Dalam hal Pihak Ketiga yang dituntut ganti rugi tersebut

telah menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan

wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis Pertimbangan

TP-TGR, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen

sebagai berikut :

a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas
nama pihak ketiga yang dikenai TGR;

b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang atau
kekayaan lain dari pihak ketiga pegawai yang dikenai
TGR.

Terhadap Pihak Ketiga yang tidak menyelesaikan kerugian

Daerah, Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR atas nama Bupati

berwenang/berhak menjual/melepaskan hak atas barang

jaminan untuk menyelesaikan dan/atau pelunasan kewajiban

Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah.

Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud

pada Ayat (6) melebihi dari kewajibannya kepada Pemerintah

Daerah, maka kelebihan yang dimaksud diserahkan/dikembalikan

kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan.

Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana

dimaksud pada Ayat (6) masih kurang dari kewajibannya

kepada Pemerintah Daerah, maka Pihak Ketiga yang
bersangkutan tetap diwajibkan melunasi kekurangannya.

Apabila hasil pelepasan hak sebagaimana dimaksud Ayat (6)

masih terdapat kekurangan sedangkan Pihak Ketiga

berdasarkan keputusan Pengadilan ternyata tidak mampu
menyelesaikan kerugian Daerah, maka terhadap yang
bersangkutan dapat dilakukan evaluasi dan peninjauan
terhadap penuntutannya untuk menjadi keputusan

keringanan atau penghapusan.
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Paragraf 2

Upaya Pemaksaan dan Tuntutan

Pasal 38

Penyelesaian/pengembalian dengan cara paksa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (2) dilakukan apabila Pihak
Ketiga yang bersangkutan terbukti bersalah dan merugikan
Daerah akan tetapi tidak mau menandatangani SKTJM
dan/atau ingkar janji terhadap perbuatannya untuk
mengembalikan kerugian Daerah atas keputusan
pembebanan, maka kepada yang bersangkutan dapat
dikenakan penuntutan dengan cara paksa dan melibatkan
pihak berwenang.

Pihak Berwenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Badan
Peradilan.

Penuntutan dengan cara paksa melibatkan pihak berwenang
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP
KERUGIAN DAERAH

Pasal 39

Kerugian Daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa
pegawai dan/atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti
melakukan bersama-sama, merupakan tanggungjawab
renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya,
sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan.

Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan
operasional oleh unit lain/pegawai dalam satu lingkup SKPD untuk
kepentingan dinas merupakan tanggungjawab pemakai barang.
Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan
operasional oleh unit lain/pegawai dalam satu SKPD atau
diluar SKPD untuk kepentingan diluar dinas merupakan

tanggungjawab pengguna barang.
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(4) Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan
operasional oleh wunit lain/pegawai diluar SKPD untuk
kepentingan dinas merupakan tanggungjawab pemakai
barang.

(5) Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian barang
inventaris selain kendaraan bermotor dalam satu SKPD atau
diluar SKPD untuk kepentingan dinas merupakan
tanggungjawab pemakai barang.

(6) Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian barang
inventaris oleh lembaga non pemerintah/perorangan tanpa

perikatan merupakan tanggungjawab pengguna barang.

Pasal 40

Dalam menetapkan materi piutang TP-TGR yang akan
dicantumkan dalam SKTJM atas kesalahan/kelalaian pelaku TP-
TGR, perlu diperhatikan faktor-faktor yang meringankan atau
memberatkan, sehingga bobot kesalahan dapat dikelompokkan
dalam kriteria sebagai berikut :

a. bobot kesalahan ringan, dikenakan sebesar 1% (satu per
seratus) sampai dengan 34% (tiga puluh empat per seratus)
dari kerugian Daerah yang diakibatkan, apabila pelaku TP-
TGR, dalam melaksanakan tugas kedinasan tertimpa
kejadian yang dapat merugikan Daerah;

b. bobot kesalahan sedang, dikenakan sebesar 35% (tiga puluh
lima per seratus) sampai dengan 69% (enam puluh sembilan
per seratus) dari kerugian Daerah yang diakibatkan, apabila
Pelaku TP-TGR, diluar kepentingan kedinasan tertimpa
kejadian yang dapat merugikan Daerah;

c. bobot kesalahan berat, dikenakan sebesar 70% (tujuh puluh
per seratus) sampai dengan 100% (seratus persen) dari
kerugian Daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR
melakukan kelalaian atau perbuatan melanggar hukum

sehingga tertimpa kejadian yang dapat merugikan Daerah.
Pasal 41
Penetapan bobot kesalahan dan besaran prosentase dari kerugian

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan oleh

Inspektorat berdasarkan hasil pemeriksaan.
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Pasal 42

Kerugian Daerah yang terjadi akibat kejadian alam misalnya
bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan
kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair,
menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka
pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.

BAB VIII
DALUWARSA

Bagian Pertama

Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 43

(1) Tuntutan Perbendaharaan biasa dinyatakan daluwarsa apabila
baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun atas
kekurangan kas dan/atau barang, dalam kasus dimaksud tidak
dilakukan upaya-upaya lain.

(2) Tuntutan Perbendaharaan terhadap ahli waris atau yang
berhak lainnya dinyatakan daluwarsa apabila jangka waktu 3
(tiga) tahun telah berakhir setelah:

a. meninggalnya bendaharawan tanpa adanya
pemberitahuan;

b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir,
sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah
diterapkan.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 44

Tuntutan Ganti Rugi dinyatakan daluwarsa sctelah lewat 5 (lima)
tahun sejak akhir tahun Kerugian Daerah diketahui atau 8 (delapan)
tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.
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BAB IX
PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Penghapusan
Pasal 45

Apabila Pelaku  TPTGR ataupun pengampu/yang
memperoleh hak/ahli waris yang berdasarkan SKTJM
diwajibkan menanggung kerugian Daerah tidak mampu
membayar ganti rugi tersebut, maka yang bersangkutan
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
Atas dasar permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1), Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan TP-
TGR untuk melakukan penelitian.
Apabila setelah dilakukan penelitian oleh Majelis TP-TGR
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ternyata pelaku
ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris
memang tidak mampu, maka Bupati dapat menerbitkan
Surat Keputusan penghapusan piutang TP-TGR baik
sebagian ataupun seluruhnya.
Penghapusan piutang TP-TGR sebagaimana dimaksud pada
Ayat (3), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah,
ditetapkan oleh :
a. Bupati, untuk  jumlah sampai dengan Rp
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih
dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 46

Dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia tanpa ahli waris,
maka Majelis Pertimbangan TP-TGR dapat
merekomendasikan kepada Bupati untuk menghapus
piutang TP-TGR.

Atas dasar rekomendasi Majelis Pertimbangan TP-TGR
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bupati menerbitkan

Keputusan penghapusan piutang TP-TGR.



39

BAB X
PENYETORAN

Pasal 47

(1) Penyetoran kerugian Daerah dilakukan oleh yang
bersangkutan dengan menggunakan tanda bukti setor yang
dibuat rangkap 7 (tujuh) melalui Bidang Akuntansi dan
Perbendaharaan pada DPPKAD.

(2) Tembusan Bukti setor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
disampaikan kepada:

a. Inspektorat untuk pemantauan tindak lanjut; dan
b. BKD untuk pertimbangan hukuman disiplin.

(3) Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan BUMD tetap
disetorkan ke Rekening Bank BUMD dengan tembusan ke
Majelis TP-TGR.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 48

Bupati melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian
kerugian Daerah setiap semester kepada Badan Pemeriksa
Keuangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Terhadap Kerugian Daerah yang sedang dalam proses
penyelesaian sebelum diberlakukanny Peraturan Bupati ini tetap
diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 2 1 AUG 2014

BUPATI SITUBONDO

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 2 1 AUG 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 20

sesual dengan Aslinya,
BAGIAN HUKUM

{!'uJ !

t\.'\o_ ‘ :} Q/
,\’\ ANNAKUSUMA. S H.M.Si s
W& _Bambina (IV/a) ka.. Dpetap (L

LT U BO83T221 200604 2 009 Ichg. Hicwn w
¢



LAMPIRAN I Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 4.1 AUG 2014
Nomor : %9 Tahun 2014

DAFTAR FORMULIR SURAT KETERANGAN, BERITA CARA DAN KEPUTUSAN
BUPATI YANG TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH

HAL
| FORMATO1 : BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN

BAERAM. = hi-Teme - b ogrostieglgle 42
2. FORMAT O2 : RISALAH SIDANG MAJELIS

PERTIMBANGANTP-IGR © 0 beeevaes 45
3 FORMAT 03 : SURAT KETERANGAN TANGGUNG

TAWAR MU . . 50 i e 49
4 FORMAT 04 : BERITA ACARA SERAH  TERIMA

FAMENAN 0 it o e 50
5 FORMAT 05 : BERITA ACARA SERAH  TERIMA

PENGEMBALIAN JAMINAN . 52
6. FORMAT 06 : SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI oo 53
7 FORMAT 07 : SURAT KETERANGAN PELUNASAN ... 54
3 FORMAT 08 : SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN ... 55
O TFORMAT 09 : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

ATAS ML i = st B pbsniin

NIP/NRK/UNIT KERJA....cocoooirriiiriiee oo 56
10. FORMAT 10 : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG

PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH

TERHADAP PEGAWAI BUKAN

BENDAHARAWAN ATAS NAMA ..........

NIP/NRK/UNIT KERJA....c.oooiiriiiiiee oo 58
11. FORMAT 11 : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN  DAERAH

ATAS NAMA — eeooeeeneeeeenene,

NIP/NRK/UNIT KERJA....ccooovimiinarane o 61
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FORMAT 01

BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH
NOMOR : 020 / ...... J427 ..... | 20..

Pada hari ini ........... Tangeal =i Bulan ........ tahun

kami yang bertanda tangan dibawah ini :

(Pejabat Inspektorat Kabupaten Situbondo) berdasarkan surat perintah tugas

dari Inspektur Kabupaten Situbondo tanggal ........... Bofpt o aaw :
atau

Tim penilai berdasarkan surat perintah kerja dari ............ tanggad ..
NOTAOE whesiiv e ; atau

Penilai internal yang dibentuk dengan surat keputusan bupati situbondo
tanggal ... DO . . s s suiivine 54 )

Telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian
daerah yang diakibatkan :

Hilang/rusaknya barang daerah berupa ..................... (jenis barang)
.................. (spesifikasi) penggunaan (SKPD) ........................ ; atau (*)
Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik
penggunaan (SKPD) .................. gsenilsl Rp. coiiiviivonn ; atau (%)

Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa
fisik barang pada gudang penggunaan (SKPD) ...................... , berupa
.................. (jenis barang) ....................... (spesifikasi ) sejumlah ..............
(satagn) -senden -Bp. ..., perigpumaipn (SKPD) .o vt b ; atau (¥)

Hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Situbondo penggunaan (SKPD)
............ CHETHIE B sk o o)

Dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :
Nama A TSR W ear X (R Lt RO

NIP el ¢ » s N R T e
PABSEatIO0ol, - 3 it emsssnrii sk it vas s s vs (... /)
Jabatan b bt sanmmsmt bl dons i I Dty § Facadbie

Al AT A ICATITOT 1 cvises cssmmams i o b s wmimnisrsls s 4 5 Saidistosooraias o « atiinare

LD ionenmoss o comumsiionet iR vt iv Srlbs
Alamat RUMBH 0 o .cciovvinnsiersossimmes st sbasssasiossess sspmnns
(1 O Sy S 11 ST R 4 TN
Dasar hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S633);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah,

¢
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3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap
Bendahara ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman
Penilaian Barang Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2013 Nomor 2).

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan

mempertimbangkan bahwa :

Penilaian barang daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau
kombinasi dari perbandingan data harga pasar, kalkulasi biaya ( nilai
perolehan ), nilai buku dan kapitalisasi pendapatan ; atau (*)

Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan kepolisian setempat saat
terjadinya uang hilang ; atau (*)

Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan
perbandingan catatan 1 (satu) pembukuan bendahara/penyimpan barang
dengan fisik uang/barang persediaan. ()

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut ;

harga pasar atas barang (yang hilang) berupa ..................... (jenis barang)
...................... (spesifikasi ) sebagaimana iklan penjualan ................. pada
10 = 1 s SRR 52 yang terbit pada tanggal ............ , atau daftar harga dari
toko / perusahaan .................. pada tafigeal ....coociiiitiiniimin senilai Rp.

.................. terlampir ; atau (*)
nilai uang yang hilang berdasarkan surat tanda laporan kepolisian

................. tanggal ............... senilai Rp. ............ terlampir ; atau (*)
laporan hasil pemeriksaan aparat fungsional tanggal ......... BIORRDT ssenlnis
pada saat pemeriksaan ............ BEPD . oo yang menyatakan bahwa

terdapat selisih antara pencatatan pembukuan bendahara/ penyimpan
barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp. ......... )

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka Pejabat Inspektorat
Kabupaten Situbondo/tim penilai (*) sepakat menetapkan taksiran nilai

kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp.
........... sesuai hasil perhitungan dari harga dari toko/perusahaan .................
pada tanggal ............. atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*) :
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Dengan berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4
(empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat penilaian,

ooooooooooooooooooooooooooo

Catatan :
(*) pilih salah satu / coret yang tidak perlu
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FORMAT 02

RISALAH SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR
NOMOR : 020/.......... 1437, ....[20....

Pada hari int . .....occocoenvenenes RNgeal .o <1311 < R——— tahun
...................... , kami yang bertanda tangan dibawah ini Majelis Pertimbangan
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Situbondo yang
dibentuk dengan Keputusan Bupati Situbondo Nomor : ............c..ooeene. tanggal
................................ LENEATIZ *  coenvnvrsmermsionnnsesisenssenmnenenes  tElRR" . THElakiican
rapat/sidang majelis yang antara lain juga dihadiri oleh ...................... (Kepala
SKPD dafi Pelaku TP-TGR) dan ... (Pelaku TP-TGR), dalam rangka
pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

- Hilang/rusaknya barang daerah berupa :

a. Jenis barang i s el B AR
b. Spesilikasi DEEATIZ ¢ oo coniines ipniovsin i niaasve
e, Pengouna Darapig . | ... v i ses e
d. Jumlah barang L EETOOPL U < M Paltop £
e. Nilai barang JOPUOR ol SRR Sk ; atau

- Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik
PEnEEURIGARABIIINY)  .oocovonnsrressciinvivisbonis seniEl - B sl

- Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa

fisik barang pada gudang penggunaan (SKPD) .................ooonn berupa :
a. Jenis barang U . 3

b Spesifikas] BErmg. & ... iiosimisiiovsiaineg

C. PENgguna DATBIIE . 1 vocsvcssmsvnnisssiiverssbinie

d. Jumlah barang JPURPP SIS

e. Nilai barang § odirss s 588 s s Belesd ST INTLERIEITH ; atau

- Hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Situbondo penggunaan (SKPD)
...................... gEiilal BP: * Sossmmnsiniimmpessmtviminiiin e o4 e GRIETT]

dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

Nama R S I S S S o - S ol
NIP E Tt s e rewmvi b B e a 55 3 S e
pangkat/Gol. P R S Jc 5. SIS
Jabatan L iy m————— e e
At ol 5 5ot i s et Tl i wiam o vindsimesiie it
Alamat RUIBEIL 7 ovivviniionenoniss fonssanissse s sas o usammussss s Tell, v i i
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Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);

3. - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan
Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap
Bendahara ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman
Penilaian Barang Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan,;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2013 Nomor 2).

Untuk kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah dan belum
dilakukan penilaian.

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan
bahwa penilaian barang daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu
atau kombinasi dari perbandingan data harga pasar, kalkulasi biaya (nilai
perolehan), kapitalisasi pendapatan dan penyusutan, sehingga diperoleh nilai
pasar atas barang yang hilang dengan proses penilaian sebagai berikut :

a. Objek penilaian ST e A o S ke
b. Metode penilaian RN 1 e b
¢. Referenst pembanding ; .......... e omiiseini
c. Hasil penilaian SNER 0 IRENEIN 2o

berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota Majelis yang hadir dalam
sidang sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan

4
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oleh perbuatanh pelaku sefiilai BpP: oiciiiinnmaiismmis , adalah merupakan
hasil penilaian sebagaimana rincian tersebut diatas.

untuk kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan.

dengan memperhatikan :

1. Laporan hasil pemeriksaan aparat fungsional tanggal ............... nomor
................ pada . saat pemeriksaan pada  SKPD .aincicuesaaca Nag
menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan
bendahara/penyimpan barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai
B i e e e

2 Barat Kepala SKPD ..ot tanggal oo e BOIHOT i ataritbi o
perihal laporan kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Situbondo.

dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. mendasari pada bukti-bukti berupa dokumen, pernyataan/kesaksian dan
kronologi kejadian bahwa pelaku dalam rangka menjalankan tugas
kedinasan;

b. sesuai keterangan dari pelaku tp-tgr diperoleh fakta bahwa yang
bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik
pemerintah kabupaten situbondo yang menjadi tanggung jawabnya, berupa

BROBRAD. ... or v mesconamin bbb :
c. berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian
tersebut murni tanpa unsur kesengajaan, kelalaian (tidak

terdapat/mempunyai resiko kemungkinan besar kejadian tersebut terjadi)
atau tidak melanggar aturan/prosedur ;

d. berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku
dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak
kriminal, berdedikasi dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap
pekerjaan ;

e. sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat
kooperatif tidak berbelit-belit dan konsekuen ;

f. bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force
major diluar kendali pelaku;

g. kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan
cara tunai/diangsur melalui pemotongan gaji dan/atau pembayaran tunai
miclaltll pengurias gaji (SKPD) ol snmismmmeninssmmsvessns svosidasaost s

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota Majelis Pertimbangan yang
hadir dalam sidang sepakat memutuskan tindakan pelaku tersebut termasuk
kategori bobot kesalahan ringan/sedang/berat atau senilai ..... % dari kerugian
daerah.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan
kesaksian sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh anggota Majelis yang
hadir dalam sidang sepakat menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. nilai kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku untuk
menyelesaikan, gebesar ... %% Rp . siaiviag B8 = Rp.
....................................... ,00 ( ...dalam huruf ... ), dan penyelesaiannya
dengan cara tunai paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya risalah
sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama ..... (bulan) dengan
nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp........c..ccccooeiiiiiiiin. , dan/atau
diangsur  sendiri secara tunai melalui pengurus gaji SKPD
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..................................... selama ..... (bulan) dengan nilai angsuran tetap
perbulan sebesar-Rp.........0ooecossiinionns . selanjutnya untuk menjamin atas
angsuran tersebut Pelaku TP-TGR memberikan jaminan  berupa

. menugaskan Sekretaris Majelis TP-TGR untuk menerbitkan surat

keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari sejak
diterbitkannya risalah sidang.

menugaskan Pelaku TP-TGR untuk menyetor angsuran ke kas daerah paling

lambat  tanggal  ..... setiap  bulannya pada nomor  rekening
........................................... selama ..... (bulan) mulai bulan ...............tahun
........... sampai dengan bulan........... tahun ............

menugaskan pengurus gaji SKPD untuk memotong gaji dan/atau menerima
angsuran dari pelaku TP-TGR setiap bulannya paling lambat tanggal
..... sudah harus menyetor ke kas daerah pada nomor rekening
........................................... selama ..... {bulan) mulai bulan ...............tahun
........... sampai dengan bulan........... tahun ............

menugaskan Sekretaris Majelis TP-TGR guna bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kabupaten Situbondo menerima dan menyimpan barang
jaminan dari Pelaku TP-TGR dan menerima kuasa untuk menjual barang
jaminan serta melakukan proses penjualan barang jaminan apabila dalam
jangka waktu yang ditetapkan Pelaku TP-TGR tidak dapat melunasi
kewajibannya, selanjutnya menyetorkan ke rekening kas daerah.

menugaskan pejabat Wakil Ketua Majelis bersama dengan Kepala SKPD
untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara angsuran dan/atau
tunai oleh Pelaku TP-TGR, dan memberikan laporan perkembangan
penyelesaian TP-TGR kepada Bupati Situbondo dengan tembusan Ketua
Majelis, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,
Inspektorat Kabupaten dan BPK.

Demikian risalah sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4

(empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KABUPATEN SITUBONDO

JABATAN
NO. NAMA INSTANSI DALAM T’I&N(;) AAN
PANITIA B
1
2.
3.
4.
9.
HADIR DALAM SIDANG KETUA SKPD :
1. - IR
2.

HADIR DALAM SIDANG, PELAKU TP-TGR :

1,

2

HADIR DALAM SIDANG, SAKSI-SAKSI :

1.

¢h
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FORMAT 03

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama
NIP/NRK/Nomor KTP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Unit kerja
Alamat rumah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya baik secara sengaja maupun
tidak sengaja telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian daerah

berupa:

1. Ketekoran uang kas sebesar Rp.......c.coceeeeniiiiiinnnnns terbilang: ............c..

2. Kehilangan dan/atau terjadi kerusakan barang/aset kekayaan miliki daerah
dalam bentuk dan jenis .................. SERHEPRD o s i snnonst terbilamg: ... .ocirivassas

Bahwa terhadap kerugian daerah tersebut diatas saya bertanggung jawab
sepenuhnya dan bersedia untuk mengembalikan seluruh nilai kerugian daerah
dan/atau menggantinya dengan cara sebagaimana tersebut pada angka .......
Giseisun ) dibawah ini:

1. Menyetor uang sebesar Rp ............ LEEDUANET - oo oo omonmaini s wad ke rekening
kas umum daerah Kabupaten Situbondo pada tanggal/bulan/tahun
............... sebagai setoran awal (sesuai bukti terlampir), kemudian jumlah
sisa setelah dikurangi setoran awal sebesar tersebut diatas akan saya
lunasi/selesaikan dengan cara mencicil selambat-lambatnya dalam jangka
waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak surat ini
ditandatangani.

2. Bahwa saya akan mengganti barang yang hilang dimaksud dengan bentuk,
jenis, dan spesifikasi yang sama dengan barang yang hilang.

3. Bahwa saya akan melakukan perbaikan sepenuhnya sampai dengan
bentuk/keadaan/kondisi semula terhadap barang yang rusak dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa adanya tekanan

dan pengaruh dari pihak manapun dan saya bersedia menerima proses
penuntutan menurut peraturan yang berlaku.

SAKSI-SAKSI :
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FORMAT 04
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
SERBETARIAT: JALAR (i..viisovssresssnnssossicasansissaisonsss )

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN

ATAS NAMA: ...coittieeiiennnnencccacnances
NOMOR: ...ccccceenrssesonscosccscssccssannns
Pada hawt- g ...ocooiie. Tanggal/bulan/tahun .............. Kami yang bertanda
tangan dibawah ini:
1. Nama
NIP/NRK/Nomor KTP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Unit Kerja

Alamat rumah
dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya
disebut Pihak Pertama.

2. Nama
NIP/NRK/Nomor KTP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Unit Kerja :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo
selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan surat keterangan pelunasan tanggal/bulan/tahun .............. atas
nama pihak kedua telah dilakukan pelunasan kerugian daerah dengan cara:

1. Ketekoran uang pada kas sebesar Rp ... terbilang:

2. Kehilangan barang/aset kekayaan milik daerah berupajbentuk: ...cceione
yang harus diganti dengan barang, jenis, bentuk dan spesifikasi yang sama
dengan barang yang hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. kerusakanbarang/aset kekayaan milik daerah berupa/bentuk:
.................. yang harus diganti dengan uang sctelah dinilai/ditaksir
kerugian daerah dimaksud dengan nilai/harga yang sudah ditetapkan
sesuai dengan hasil pemeriksaan dan/atau ketentuan yang berlaku.

4. dan dalam bentuk lain berupa ....................



o1

sehubungan dengan hal sebagimana dimaksud pada angka ....... diatas dengan
ini saya selaku pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua jaminan
berupa:

A TR

B wisavsanaduns s phu

D e i

Selanjutnya apabila pihak pertama tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak
(sktjm) maka pihak kedua diberi kuasa penuh oleh pihak pertama menjual
jaminan untuk menutupi jumlah dan/atau jumlah sisa kerugian daerah yang
belum diselesaikan pihak pertama sampai batas waktu sesuai ketentuan yang
berlaku.

Demikian berita acara serah terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai
cukup.

Pihak Pertama, Pihak Kedua,
Yang menyerahkan jaminan, Yang menerima jaminan,
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Format 05

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Sekretariat: Jalan (....cccccoeveinciencecacsircossansossessess )

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN

ATAS NAMBA: ..ovciiciiionsassissunssnniss
HOMOR: ccvivcovinsimmniinsasusvosssgrnsis
Patha-Hari inl . ...oo0c00050 00 Tanggal/Bulan/Tabin ... e kami yang bertanda
tangan dibawah ini:
1. Nama
NIP/NRK/Nomor KTP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Unit Kerja

Alamat Rumah
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama

NIP/NRK/Nomor KTP

Pangkat/Golongan

Jabatan

Unit Kerja :
Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga sclanjutnya
disebut Pihak Kedua.
Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Tanggal/Bulan/Tahun ............... atas
nama Pihak Kedua telah dilakukan Pelunasan Kerugian Daerah dengan cara:
1. Membayar Uang pada bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Dinas

Pengelola Keuangan Daerah Rp ................ TEDHENDT S0l amweris s

2. Mengganti Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk: ..................
3 Menemukan kembali Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk: ...
Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka ......... diatas
dengan ini Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan
BEFLIDAS < iewsmsmni dss swnme
Demikian Berita Acara Pengembalian Jaminan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan

bermaterai cukup.

Pihak Pertama, Pihak Kedua,
Yang menyerahkan jaminan, Yang menerima jaminan,
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Format 06

SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama iy s A A b S P RBASEAES §§ SRR AR e AR ) v e
NIP i e RO - s Mt O SO S e e e o
PEABRAE 1 0L ficiioiiimmmmmmisisommonmssssn siwhadossssis ssmenmnn s s sbainasiass (/)
Jabatan SRR RN Py &= S

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N am a T e« s o bl e o e T B S A OES + 5 BRS¢ st o s B
NIP S s 5 alesiers et T gt mearncmenhin x  morem it RS RS R
Pangkat/Gol. 1 couoieiiii i
Jabatan 55, 4 cems sva Smesmn & » sl SH AR R i B RS S SRS 38 v TR e s e pii
ALttt ERIYEOT o i avnmnies s dumonmess s sanbmins s s sunSubEpeass Sopiiamas she sedmoitls ¥ vwendiiiuds & s SHNAFRS
Telp. KL v s sshaewmsrn ' Selspbmmiy b n PN 5. D P& s § SRR 5 A S s aeaie

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per

bulan mulai bulan ................. 1721217 )+ SR Bid - DU - e Tahun
.............. SEBESAE ¢ B i o1 om0 (L5 e s sumuns s gt TR PIARE sesuai
dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal
......................... 20...., Nomor ............... sebagai bentuk tanggung jawab saya

atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Situbondo, untuk itu
hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Situbondo,
pada rekening NOMOT :© ......cooeveniiiiiniiiiiinnnnninnn.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak subtitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa
sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke SKPD
lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk
memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji SKPD
dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam dalam keadaan sadar dan penuh
tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

SHEbORAGC, oo . . . i Syt

Yang Menerima Kuasa, Yang Memberi Kuasa,
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Format 07
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Sekretariat: Jalan (....ccceeeeieiieiintenicieiciiiiaccencnes )

SURAT KETERANGAN PELUNASAN
NONOL: i mnsvsivesssnssssidasiniiosss

Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo selaku Ketua Merangkap Anggota
Majelis Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Situbondo dengan ini menerangkan:
Nama
NIP/NRK/Nomor KTP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Unit Kerja
Alamat Rumah
Yang bersangkutan telah mematuhi kewajibannya atas kerugian Daerah dengan

penyelesaian sebagaimana tersebut pada angha ... (..o ) dibawah ini:
1. Berdasarkan Bukti Setor Tunai sekaligus ke kantor Perbendaharaan Kas
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor ............. Tanggal/Bulan/Tahun
........... sebesar Rp ............. Terbilang: ...ccoeenee

2 Berdasarkan Bukti Setor Pelunasan ke bagian Perbendaharaan dan Kas
Daerah DPPKAD Kabupaten Situbondo NOnor = wieaan

Tanggal/Bulan/Tahun .............. gebesar . Rp vvi.oviwiin Terbilang:
................ Setelah dikurangi jumlah yang telah disetor sebesar Rp
............... Terbilang: .................. atas Keputusan Pembebanan Kerugian
Daerah sebesar Rp ............... Terblamg: o occooveisvives

3 Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Pengganti yang hilang
antara yang bersangkutan dengan Pihak Pemerintah Kabupaten Situbondo
&0 DPPKAD Kabupaten Situbondo NOERor o e Gvemesi
Tanggal/Bulan/Tahun ...................
Berdasarkan Bukti/Dokumen sebagaimana tersebut pada angka .......... G )
diatas, dengan ini dinyatakan bahwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud
dalam keputusan ini telah Menyelesaikan/Melunasi seluruh kewajibannya ke
Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

SIabonido, ... .. .5 sntarsunie cis
Sekretaris Daerah Kabupaten
Situbondo

Selaku
Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR
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Format 08
SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN

Paplar BT . consms i savmssn e is Tanggal/Bulan/Tahun ...................... Kami yang
bertanda tangan dibawah ini:

Nama

NIP/NRK/Nomor KTP

Pangkat/Golongan

Jabatan

Unit Kerja

Alamat Rumah
Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya
disebut Pihak Pertama.

Nama Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo selaku
Ketua merangkap Anggota Majelis Pertimbangan
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah
Kabupaten Situbondo.

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo selanjutnya

disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama memberi kuasa penuh pada Pihak Kedua untuk menjual jaminan
yang telah diserahterimakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jaminan
NOIRBE: . 360 Susmmnts o Tanggal/Bulan/Tahun .............

Pihak Kedua dapat melakukan penjualan langsung jaminan sebagaimana
dimaksud dalam surat kuasa ini, apabila Pihak Pertama tidak dapat
menyelesaikan/melunasi kewajibannya ke Pemerintah Kabupaten Situbondo
sampai batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Keputusan Pembebanan
dan/atau sejak ditandatangani SKTJM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Apabila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi kerugian
Daerah, Pihak Pertama tetap berkewajiban untuk melunasinya dan apabila hasil
pelunasan jaminan tersebut dapat menutupi kerugian Daerah dan/atau terdapat
sisa lebih maka Pihak Kedua harus mengembalikan sisa lebih tersebut kepada
Pihak Pertama.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan schat
tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Pihak Kedua, Pihak
Pertama,

Saksi-saksi
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Format 09

KEPUTUSAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR : ..cceviniiiiiinnceinccnnes
TENTANG
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA ....ccciiiiiiiiiieiecesacacaaen.
NIP/NRK/UNIT KERJA ....ccciitiiiiiiitiiiiniitininietensieacenes

BUPATI SITUBONDO,

Membaca . Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektur Kabupaten
Situbondo NOROY = 5s s 5555m0m Tanggal/Bulan/Tahun

Menimbang . .a.-babhwa -~ Saudara . ~..iees NIP/NRK:  caxisivwmns
Paniglal. . s URIE . iesedisns terbukti
melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian
Daerah sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung
Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal ...............

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf pada a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian
Daerah Atas Nama .........so.. NIP/NRK/Unit Kerja

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578) ;

7. Peraturan Pemerintah  Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

8  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang
Daerah;
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Format 10

KEPUTUSAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR : ..cccceeeeencienncocencs
TENTANG
PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
BUKAN BENDAHARA ATAS NAMA ..ccciiiiiuiiniiniintiniinacacnnens
NIP/NRK/.....ccooivvencencrsonscnee PADA UNIT KERUJA ..ciitiiintitiinieietciesistiatistsinsnsces

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang . a. bahwa pembebanan kerugian daerah atas
nama sebagaimana dimaksud dalam
keputusan ini telah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Situbondo Nomor
................. Tanggal/Bulan/Tahun ..............
tentang....... ;

b. bahwa hasil keputusan Sidang Majelis
Pertimbangan TP-TGR Nomor © - = ..i.5
Tanggal/Bulan/Tahun .......... menetapkan
dan mengusulkan kepada Bupati Situbondo
atas nama secbagaimana yang dimaksud
dalam Keputusan ini bahwa yang
bersangkutan  dinyatakan tidak  dapat
menyelesaikan/melunasi Kerugian Daerah
sampai batas waktu yang telah ditetapkan
dengan alasan:

- Melarikan diri tanpa diketahui alamatnya

- Meninggal duunia tanpa ahli waris

- Tidak mampu memenuhi kewajibannya

- Penuntutan melalui Badan Peradilan tidak
tuntas, kemudian berkas dikembalikan ke
Pemerintah Daerah

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penghapusan Kerugian Daerah Terhadap
Pegawai Bukan Bendahara Atas Nama
............. NIP/NRK/........ Pada Unit Kerja

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang  Pemeriksaan Pengelolaan  dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;



Menetapkan

KESATU
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43578) ;

7. Peraturan Pemerintah ~ Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
Tahun 1997 tentang Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian
Barang Daerah;

12.Keputusan  Menteri Dalam Negeri Nomor
153 Tahun 2004 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;

13.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah.

14.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA
ATAS NAMA ............ NIP/NRK ...cccoceveeeee PADA
UNIT KERJA.......ccoeue.

Menghentikan/menangguhkan sementara
penagihan kerugian Daerah sebesar Rp .............
terbilang: - ...oesiwwersnss sampai dengan jangka

waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal
Keputusan ini, dengan tetap memantau dan
mengupayakan apabila  suatu saat yang
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bersangkutan dinyatakan mampu untuk ditagih
penyelesaian Kerugian Daerah atas nama
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

KEDUA . Mencatat Penghentian/Penangguhan Sementara
sebagaimana tercantum dalam diktum Kesatu
dengan jumlah kerugian Daerah scbesar Rp
............ Terbilang: ............ kedalam buku
register atau buku yang disediakan untuk itu.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
Pt TARRRE - o crainis s s oummnmons s communissimnn s

BUPATI SITUBONDO,

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Majelis Pertimbangan TP-TGR;
2. Pimpinan SKPD yang bersangkutan.
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Format 11

KEPUTUSAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR : ..ooinviiniiinnncnnnnes
TENTANG
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA ......cccoiimmnnimmennnmnennnee
NIP/NRK/UNIT KERUJA ...ccoiiiiiiiimieiiiiininnnnceceee

BUPATI SITUBONDO,

Membaca . Surat Keterangan/Pernyataan  dari Pihak
berwenang yang menyatakan bahwa = yang
bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan ini telah meninggal dunia tanpa ahli

waris.

Menimbang . a. bahwa pembebanan kerugian Daerah atas
nama sebagaimana dimaksud dalam
keputusan ini telah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Situbondo Nomor
................. Tanggal/Bulan/Tahun ..............
tentang........ :

b. bahwa Keputusan Hasil Sidang Majelis
Pertimbangan TP-TGR NOIROr - ..
Tanggal/Bulan/Tahun ... yang
menetapkan dan mengusulkan kepada Bupati
Situbondo bahwa Kerugian Daerah atas nama
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ni
tidak mungkin lagi untuk ditagih;

c. bahwa hasil evaluasi data dan peninjauan
langsung ke lapangan oleh Anggota Tim
Sekretariat MP TP-TGR yang dituangkan
dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan
terhadap Keputusan Penghapusan terhadap
Pegawai Bukan Bendahara telah mencapai
masa tagih 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak
tanggal ditetapkan, namun upaya penagihan
terhadap yang bersangkutan tidak terealisasi
sebagaimana mestinya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,
dan huruf c¢ perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembebasan Kerugian Daerah
Atas Nama - il NIP/NRK/Unit Kerja

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara;



Menetapkan

5.

10.

s 8

12,

13.

14.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Perbendaharaan
Negara,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan  Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
Peraturan Pemerintah  Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5833}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S
Tahun 1997 tentang Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian
Barang Daerah;

Keputusan Menterti Dalam Negeri
Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Daerah yang
Dipisahkan;

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH ATAS
NAMA  ...coceeeeeeee NIP/NRK/UNIT KERJA



KESATU
KTR sz dari

Membebaskan Saudara ...... NIP/NRK/Nomor
penuntutan atas

kewajibannya

untuk mengembalikan seluruh jumlah dan/atau
jumlah sisa Kerugian Daerah sebesar Rp

Terbilang: ...:..
KEDUA

Mengeluarkan dari pencatatan keuangan/aset

Daerah dan mengurangi perbendaharaan Daerah
sebesar jumlah tersebut pada diktum Kesatu

KETIGA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Majelis Pertimbangan TP-TGR;

2. Pimpinan SKPD yang bersangkutan.

Keputusan ini
tanggal ditetapkan.

mulai berlaku terhitung pada

Ditetapkan di Situbondo
Padla - tangpal o o iummsasiin s ook

BUPATI SITUBONDO,

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

Sobge. V)/

0 [
1= - pettcap Q
Cey. K-

- po g



LAMPIRAN II Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : & 1 AUG 2014
‘Nomor : 89 Tahun 2014

PROSEDUR PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

1. Laporan Hasil Pemeriksaan

a

Inspektorat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus
yang menyangkut kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan
Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR dan
Kepala DPPKAD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan TP-TGR;
Inspektorat menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) reguler yang menyangkut kerugian dacrah per semester kepada
Kepala DPPKAD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan TP-TGR;
berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawas
internal maupun eksternal Pemerintah tentang saran dan besaran
kerugian daerah, Majelis Pertimbangan TP-TGR melakukan verifikasi
terhadap saran dan besaran kerugian daerah;

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat tentang
saran dan hukuman disiplin, BKD melakukan verifikasi kepada
atasan langsung Pegawai atau Tim Pemeriksa berkaitan dengan
penjatuhan hukuman disiplin;

. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d,

BKD menetapkan Keputusan Hukuman Disiplin Pegawai dengan
tembusan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR.

2. Penatausahaan

a.

b.

melakukan inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ekternal
dan internal atas kerugian daerah;

menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan berdasarkan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

menyimpan jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

. berdasarkan SKTJM, Majelis Pertimbangan TP-TGR menetapkan

besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bank yang
ditunjuk dengan tembusan Kepala SKPD/UPTD dan Bendahara
SKPD/UPTD yang bersangkutan.

3. Pembebanan

a.

b.

Majelis Pertimbangan TP-TGR membuat surat pemberitahuan kepada
BPK atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara;
Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR membuat Keputusan
Pembebanan Kerugian Daerah Sementara yang ditetapkan oleh
Bupati atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

. Sekretariat membuat surat pemberitahuan Bupati kepada Pegawai

atas terjadinya kerugian daerah; dan

Sekretariat membuat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah yang
ditetapkan oleh Bupati atas kerugian daerah yang disebabkan oleh
Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf c.
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. Penyetoran dan Penggantian

a.

Seksi Perbendaharaan DPPKAD menerima dan meneliti pembayaran
penerimaan  kerugian daerah  serta mengumpulkan  Bukti
Penerimaan/Setoran Kerugian Daerah sesuai dengan kode rekening;
Seksi Perbendaharaan membuat laporan/rekapitulasi penerimaan
kerugian daerah setiap bulan dan dilaporkan kepada Majelis
Pertimbangan TP-TGR disertai dengan surat tanda setoran;

. Bidang Aset DPPKAD menerima barang pengganti yang telah

diserahterimakan dari yang bersangkutan atas penggantian dengan
barang sejenis serta membuat Berita Acara Serah Terima Barang
pengganti sejenis dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan TP-
TGR.

. Penyelesaian/Pelunasan

Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR menyiapkan Berita Acara
Serah Terima Jaminan dan Surat Keterangan Pelunasan setelah yang
bersangkutan melakukan penggantian atau penyetoran atas seluruh
kerugian daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan.

. Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah

a.

Inspektorat melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan
kasus kerugian dan hasil pemeriksaan reguler yang menyangkut
kerugian;

Bidang Aset DPPKAD mencatat kembali aset daerah yang telah
diketemukan dan melaporkan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR;

. Majelis Pertimbangan TP-TGR menetapkan besaran pemotongan gaji

penghasilan lainnya serendah-rendahnya 50% (lima puluh per
seratus) setiap bulan dan disampaikan kepada Bank tempat
penerimaan gaji untuk dilakukan pemotongan terhadap yang
bersangkutan;

Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR melakukan monitoring
penerimaan setoran kerugian daerah yang disebabkan oleh
Bendahara dan Pegawati;

atas penyelesaian kerugian daerah yang macet, Sekretariat Majelis
Pertimbangan TP-TGR melakukan evaluasi dan pemanggilan serta
melakukan peninjauan langsung ke lapangan kepada vyang
bersangkutan;

Sekretariat Majelis  Pertimbangan TP-TGR menyusun laporan
perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah yang disebabkan
oleh Bendahara dan Pegawai,

laporan sebagaimana dimaksud pada huruf f dibuat per triwulan dan
disampaikan kepada Bupati dan BPK;

. apabila terjadi wanprestasi dari kewajiban melunasi/

menyelesaikan/mengembalikan kerugian daerah, Pemerintah Daerah
melimpahkan kasus kerugian daerah kepada badan peradilan;



1. Putusan badan peradilan yang menghukum atau membebaskan
Pegawai dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak tagih Pemda.

BUPATI SITUBONDO,

g

DADANG WIGIARTO



